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MOTTO  

―Selalu ada harga dalam sebuah proses.Nikmati saja Lelah itu. Lebarkan lagi rasa 

sabar itu. Semua yang kamu investasikan untuk menjadikan dirimu yang kau 

impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancer. Tapi gelombang—gelombang 

itu yang akan nanti bisa kau ceritakan.‖ 

[Boy Chandra] 
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap system pengupahan bagi 

pekerja usaha kecil mikro ditinjau dari Undang-undang ketenagakerjaan (studi di 

Disnakertrans Provinsi NTB). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Teknik 

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, studi lapangan melalui 

wawancara. Hasil penelitian Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat berkembang dengan pesat dan selain itu juga banyak dipengaruhi oleh 

berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan yang 

dikeluarkan termasuk dibidang pengupahan, kebijakan tentang perlindungan 

pengupahan untuk perlindungan pekerja disektor usaha mikro dan usaha kecil. 

Bentuk perlindungan bagi pekerja usaha kecil mikro telah diatur dalam bentuk 

kebijakan pengupahan sebagaimana yang ada didalam Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (2) : untuk mewujudkan 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Bentuk 

kebijakan pengupahan tersebut adalah penetapan upah minimum. Upah minimum 

merupakan salah satu bentuk perlindungan tenaga kerja bidang pengupahan bagi 

pekerja/buruh yang penerapannya dikecualikan bagi sektor usaha mikro dan usaha 

kecil seuai dengan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 

tentang Pengupahan.  

Kata Kunci : Pekerja,Upah,Perlindungan,Kebijakan 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Perkembangan zaman sangat mempengaruhi segala sisi kehidupan, 

baik sosial, ekonomi, dan budaya. Zaman sekarang ini Hubungan Kerja 

merupakan suatu fenomena yang sangat menyita waktu untuk perhatian 

dari berbagai pihak. Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha 

dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai 

unsur pekerjaan, upah dan perintah. 

Pembangunan Ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya 

Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan Pembangunan Nasional dengan 

fokus untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja 

dengan cara perluasan lapangan kerja, pemerataan kesempatan kerja, 

peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan jaminan sosial 

terhadap pekerja. Pembangunan ketenagakerjaan dilakukan atas asas 

keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan 

daerah. Asas ini disebut dan ditegaskan di dalam Pasal 3 Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ―asas 

pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas 

pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi, asas adil, dan merata. 

Karena pembangunann ketenagakerjaan menyangkut multidimensi dan 
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terkait dengan beberapa pihak, yaitu antara pemilik usaha, pekerja/buruh, 

dan pemerintah‖
1
 

Menurut Manulang Dalam Buku Pengantar Hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia, tujuann hukum ketenagakerjaan ialah : 

1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang 

ketenagakerjaan. Maksudnya ialah hukum ketenagakerjaan harus 

menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi pihak – pihak yang 

terkait dalam proses produksi, untuk mencapai ketenangan bekerja 

dam kelangsungan berusaha.  

2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas 

dari pengusaha.  Melihat adanya pengalaman selama ini yang sering 

kali terjadi kesewenang – wenangan pengusaha terhadap pekerja. 

Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum secara konprenhensif 

dan konkret dari pemerintah. 
2
 

Hubungan kerja melibatkan pihak pengusaha sebagai pemilik 

perusahaan sekaligus pemberi upah,dan tenaga kerja yang memberikan 

jasa berupa tenaga kepada perusahaan. Tujuan dari pembangunan  

ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja 

                                                           
1 Abdul Khakim,pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang – 

Undang No.13 Tahun 2003. PT.Citra Aditya Bakti.Bandung ,2007,Hal 6. 
2 Ibid.Hal 9. 
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dalam mewujudkan kesejahteraan,juga meningkatkan kesejahteraan tenaga 

kerja dan keluarganya.
3
 

Tenaga kerja dalam kedudukannya sebagai pelaku pembangunan 

berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan 

masyarakat. Oleh karena itu,perlu dilakukan pemberdayaan tenaga kerja 

agar mempunyai nilai lebih, dalam arti lebih mampu, lebih terampil, dan 

lebih berkualitas,sehingga dapat berdaya guna secara optimal dalam 

pembangunan nasional dan mampu bersaing dalam era global. 

Kemampuan, keterampilan, dan keahlian tenaga kerja perlu ditingkatkan 

melalui perencanaan dan program ketenagakerjaan termasuk pelatihan, 

pemagangan, dan pelayanan penempatan tenaga kerja. 

Dalam penerapan pengupahan di Indonesia, untuk memberikan 

standar kesejahateraan pekerja, setiap daerah telah menetapkan upah 

minimum masing – masing daerah. Pengertian upah menurut Pasal 1 ayat 

30 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, 

upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam 

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan Perundang-Undangan, termasuk 

                                                           
3Koesparmono Irsan dan Armansyah,Hukum Tenaga Kerja: Suatu Pengantar Erlangga : 

Jakarta, 2016,hlm. 3. 
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tunjangan bagi pekerja/buru dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau 

jasa yang telah atau akan dilakukan.
4
 

Upah di bayarkan menurut suatu perjanjian antara pekerja dengan 

pengusaha atas kesepakatan bersama berdasarkan Peraturan Perundang – 

undangan. Pentingnya upah sebagai penghasilan yang sangat berperan 

dalam kehidupan seorang pekerja dalam pemenuhan kebutuhan 

keluarganya, membuat pekerja perlu mendapat hak sebagai berikut: 

1. Mendapat penghasilan cukup dengan harapan jaminan 

terpenuhinya kebutuhan hidup dasar pekerja maupyn 

tanggungannya.  

2. Memiliki rasa kecukupan akan kesetaraan dalam hal pendapatan 

dengan pekerja lain dengan pekerjaan yang hampir sama pada 

perusahaan maupun pada tempat usaha disekitar penduduk.
5
 

Pentingnya upah bagi pekerja juga menimbulkan permasalahan 

yang begitu kompleks. Hal ini disebabkan karena kedudukan 

pekerja/buruh yang lebih lemah dibandingkan dengan kedudukan 

pengusaha. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan dikalangan pekerja. 

Tidak jarang  pengusaha sering mengambil keputusan untuk merumahkan 

pekerjanya karena suatu kondisi tertentu hingga berujung pada Pemutusan 

Hubungan Kerja.  

                                                           
4 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.   
5 Luthfi Novansa Putra dan Dewa Gede Rudy, Pengaturan Tentang Upah Minimum 

Pekerja Bedasarkan Peraturan Di Bidang Ketenagakerjaan, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas 

Hukum Udayana, vol.10 No.11 Tahun 2021,hlm.2. 
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Ketentuan mengenai Pengupahan juga dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait. Ditetapkannya kebijakan 

upah minimum, ialah sebagai sebagai salah satu perwujudan hak 

pekerja/buruh atas penghidupan layak. Ketentuan mengenai Pengupahan 

dalam Pasal 23  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang 

Pengupahan pengertian upah minimum yaitu upah bulanan paling rendah 

yakni upah yang diberikan dan terlepas dari tunjangan/upah pokok yang 

disertai tunjangan tetap.
6
 

Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan 

hidup layak, Pertumbuhan ekonomi, dan mempertimbangkan 

produktivitas. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan 

memperhatikan usulan Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau 

Bupati/Walikota setempat. Dewan Pengupahan terdiri dari unsur 

pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/buruh, pakar dan 

akademisi.  

Dewan pengupahan memberikan saran dan pertimbangan kepada 

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan 

pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan 

pengupahan. Dalam hal ini Dewan pengupahan terdiri atas Dewan 

Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan Provinsi, dan Dewan 

Pengupahan Kabupaten/Kota.  

                                                           
6 Pasal 23 Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.  
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Kebijakan upah minimum ditempuh karena adanya tekanan dari 

dalam negeri. Tekanan – tekanan tersebut timbul akibat keprihatinan 

kondisi para pekerja di indonesia. Kebijakan upah minimum diambil oleh 

pemeritah indonesia pada akhir 80-an sebagai bentuk campur tangan 

pemerintah dalam menentukan tingkat upah. Kebijakan upah minimum 

secara normatif merupakan jaring pengaman bagi pekerja/buruh yang 

menerima upah di bawah ketentuan upah minimum. 
7
 

Penetapan Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan juga telah ditetapkan upah minimum berdasarkan 

kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan 

pertumbuhan ekonomi
8
. Tujuan penetapan upah minimu untuk 

memastikan upah tenaga kerja dapat menghasilkan kehidupan yang layak 

bagi para tenaga kerja . oleh karena itu, pengusaha dilarang untuk 

memberikan gaji kepada pekerjanya di bawah upah minimum yang telah 

ditetapkan. 

Proses penetapan upah merupakan salah satu bentuk perlindungan 

kepada pekerja terutama dalam kurun waktu satu tahun, untuk mencegah 

terjadinya upah yang dibayarkan tidak terlalu rendah sehingga tidak 

mampu mencukupi kebutuhannya. Hal ini berkaitan erat dengan penerapan 

kebijakan upah minimum yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk  

pengentasan kemiskinan dan mendorong kemajuan ekonomi di Indonesia.  

                                                           
7 Salha Raafi Anggara,Pengupahan Dibawah Upah Minimum Bagi Usaha Mikro Kecil 

Dan Menengah (UMKM) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang 

Pengupahan,Jurnal Ilmu Hukum,Hal.4 
8 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan,Sinar Grafika:Jakarta,2009,Hlm 143. 
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Akan tetapi, kenyataannya masih banyak pekerja yang 

berpenghasilan dibawah ketentuan upah minimum, termasuk pekerja di 

sektor usaha mikro kecil dan menengah. Karena pengusaha memandang 

upah merupakan sebagai biaya yang dikelaurkan selama proses produksi. 

UMKM atau usaha mikro,kecil,dan menengah pada hakikatnya adalah 

usaha perniagaan yang dapat dikelola oleh individu atau perorangan serta 

badan usaha dengan lingkup kecil yang biasa disebut dengan usaha mikro.  

Usaha kecil mikro memiliki peranan yang sangat penting dalam 

penyerapan tenaga kerja dan mendorong perekonomian di indonesia. 

Usaha kecil mikro memiliki peran untuk mengurangi tingkat 

penggangguran karena banyak menyerap tenaga kerja. Secara umum 

permasalahan pada sebagian usaha kecil mikro antara lain mengenai upah 

yang kadang tidak sesuai dengan upah minimum yang telah di tetapkan di 

masing-masing daerah. Akan tetapi, para pengusaha usaha kecil mikro 

memiliki kebijakan masing-masing dalam memberikan upah bagi para 

pekerja nya. 

Seperti salah satu Usaha Kecil Mikro yang berada di Kota 

Mataram yaitu Toko Jaya Busana yang ada di Komplek Pertokoan 

Terminal Mandalika. UKM ini berdiri dari Tahun 2000, salah satu pemilik 

Juata Wirawan. UKM ini menjual berbagai macam pakaian dan busana 

wanita. Toko jaya Busana memiliki 6 orang pegawai yang sistem 

pengupahannya di hitung harian yaitu Rp. 55.000 perhari akan tetapi, 

upahnya di ambil perminggu. Meskipun tergolongan lama  UKM Toko 
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Jaya Busana masih mampu bersaing dengan kemunculan toko yang lebih 

modern dan sistem pembelanjaan online. UKM ini bukan hanya menjual 

pakaian secara ecer akan tetapi secara grosir.  

Pada dasarnya upah pada usaha kecil mikro ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Meskipun upah yang 

disepakati tidak termasuk dalam upah minimum, Pemerintah telah 

menetapkan batas upah minimum bagi usaha mikro agar pekerja  tetap 

menerima upah yang layak. Selain itu, penetapan upah minimum yang 

diterapkan usaha mikro juga bisa menimbulkan permasalahan baru dalam 

hubungan kerja. Hal ini tentunya berdampak pada kesejahteraan pekerja 

usaha kecil mikro.  

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha 

UMKM tildak dapat memenuhil ketentuan upah milnilmum, seperti l 

kurangnya modal, terbatasnya sumber daya manusila sehilngga penghasillan 

yang dilperoleh ti ldak banyak dan sebagailnya
9
. Sedangkan daril silsil lai ln  

pekerja/buruh jilka dillilhat dari l kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan 

yang merupakan kebutuhan pri lmer daril waktu ke waktu terus menanjak 

akilbat perekonomi lan yang berkembang, sudah sepatutnya jilka hak-hak  

pekerja/buruh untuk menerilma upah sesuail dengan ketentuan upah 

milnilmum. Karena, persoalan ilnil berkailtan dengan perli lndunganhak asasi l 

manusila yang ada dil ILndonesila. 

                                                           
9 Tri lsnaldi l, UMKM Tak Mampu Bayar UMP, di lkuti lp dari l Anna Mari la dan Melanila 

Ki lswandari l, Ti lnjauan Yurildi ls Penganturan Upah Mi lni lmum Provi lnsi l Terhadap Usaha 

Mi lkro,Keci ll, dan Menengah di l Provi lnsi l DKIL Jakarta, Fakultas Hukum Unilversi ltas 

ILndonesi la,2017,Hal.4  
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Upah minimum berlaku bagi pekerja/buruh yang telah bekerja 

kurang dari satu tahun pada perusahaan tertentu. Untuk pertama kali upah 

minimum ditentukan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang 

Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pengupahan. Namun, kini 

terdapat pengecualian terhadap ketentuan upah sebagaimana dalam Pasal 

81 Angka 28 Undang-undang Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 90B 

ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan yang berbunyi, Ketentuan upah 

minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) 

dikecualikan bagi Usaha Mikro Kecil.   
10

 

Dalam Penghitungan Upah Terendah Pada usaha mikro dan kecil 

ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang antara 

lain yaitu, Rata-rata konsumsi rumahtangga per kapita perbulan menurut 

provinsi dan garis kemiskinan menurut provinsi. Upah pekerja pada Usaha 

mikro dan kecil pada hakekatnya didasarkan pada hasil kesepakatan antara 

pengusaha dengan para pekerjanya [Pasal36 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan] namun ada ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat 

ditingkat provinsi;dan 

2. Nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% diatas garis 

kemiskinan di tingkat provinsi. 

                                                           
10 Tri Jata Ayu Pramesti,SH., Ketentuan Upah Minimum Terhadap Perusahaan Kecil. 

HukumOnline.com. 24 Februari 2021. https:/www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-upah-

minimum-terhadap-perusahaan-kecil-lt50c7d16e6ea32#_ftn4. Diakses Pada 9 Desember 2023  
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Pasal 38 

Usaha mikro dan usaha kecil yang dikecualikan dari ketentuan 

upah minimum wajibs mempertimbangkan faktor sebagai berikut: 

1. Mengandalkan sumber daya tradisional; dan/atau  

2. Tidak bergerak pada usaha berteknologi tinggi dan tidak padat 

modal. 

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB mengadakan rapat internal dengan 

anggota Dewan Pengupahan Provinsi NTB  untuk penetapan Upah 

Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023. Dalam menentukan besaran upah 

minimum mengacu pada pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang terjadi. 

Dilihat mana yang lebih tinggi antara inflasi dengan pertumbuhan 

ekonomi. Berdasarkan data BPS tahun 2022, pertumbuhan ekonomi 

provinsi NTB sebesar 5,98% dan inflasi 6,84%. Oleh karena itu, dalam 

perhitungan UMP akan menggunakan data inflasi sebagai nilai yang lebih 

tinggi. Perkiraan UMP tahun 2023 sebesar Rp 2.325.867 atau naik Rp 

118.655 (5,38%) dibandingkan UMP Tahun 2022 sebesar Rp. 2.207.212. 

11
 

Berdasarkan urailan dilatas Penulils tertarilk melakukan peneliltilan 

hukum dengan judul ―Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pengupahan 

                                                           
11 https://dilsnakertrans.ntbprov.go.i ld/ump-ntb-2023-di lperki lrakan-sebesar-rp-2-325-867-

atau-nailk-rp-118-655-538/ 

 

https://disnakertrans.ntbprov.go.id/ump-ntb-2023-diperkirakan-sebesar-rp-2-325-867-atau-naik-rp-118-655-538/
https://disnakertrans.ntbprov.go.id/ump-ntb-2023-diperkirakan-sebesar-rp-2-325-867-atau-naik-rp-118-655-538/
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Bagi Pekerja Usaha Kecil Mikro di Tinjau Dari UU 

Ketenagakerjaan”.  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan urailan pada pendahuluan dilatas maka penuli ls merumuskan 

dan mengangkat beberapa pokok permasalahan sebagail beri lkut :  

1. Bagailman bentuk perlilndungan bagil pekerja usaha kecill milkro diltilnjau 

daril UU Ketenagakerjaan  

2. Bagailmana kebiljakan pemerilntah  tentang pengupahan bagil pekerja 

usaha kecill milkro.  

C. TUJUAN PENELITIAN  

Adapun tujuan yang dilharapkan penulils daril peneli ltilan i lnil adalah sebagai l 

berilkut : 

1. Untuk mengetahuil  bentuk perlilndungan bagil pekerja usaha kecill milkro  

2. Untuk mengetahuil  kebiljakan daril pemerilntah tentang pengupahan bagi l 

pekerja usaha kecill milkro. 

     D.    MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat peneli ltilan adalah dilharpakan dapat membawa manfaat bailk secara 

teoriltils maupun praktils,kelebilhan daril peneliltilan ilnil adalah : 

1. Secara teorilti ls peneliltilan ilnil dilharapkan dapat memberilkan wawasan 

kepada penulils dan pembaca tentang pengetahuan dil bi ldang hukum 
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perdata khususnya yang berkailtan dengan silstem pengupahan bagil pekerja 

usaha kecill milkro. 

2. Secara praktils melaluil penelilti lan ilnil penulils  dapat memperoleh 

wawasan dan wawasan baru,yang menjadil  masukan dan ilnformasil bagi l 

masyarakat umum yang masilh awam dengan illmu hukum,khususnya 

terkailt dengan silstem pengupahan.  

3. Secara akademils peneliltilan ilni l dillakukan untuk memenuhil salah satu 

syarat dalam mencapail kebulatan studil Starata Satu (S1)  pada Jurusn ILlmu 

Hukum,Fakultas Hukum, Uni lversiltas Muhammadilyah Mataram. 

  



13 
 

 

E. ORISINALITAS PENELITIAN  

NO. NAMA PENELITI 

JUDUL 

PENELITIAN 

RUMUSAN 

MASALAH 

HASIL PENELITIAN PERBEDAAN 

1.  Muhammad Yahya 

Suqril  

Tilnjauan 

Yurildils 

Terhadap 

Silstem 

Pengupahan 

Tenaga Kerja Di l 

Yayasan Masjild 

Syuhada 

1. Bagailmana system 

pengupahan tenaga 

kerja dil Yayasan 

Masjild Syuhadda? 

2. Apakah pengupahan 

tenaga kerja di l 

Yayasan Masjild 

Syuhada melanggar 

Pasal 90 Undang-

undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Pengupahan tenaga kerja dil 

Yayasan Masjild Syuhada 

masilh mendapatkan gajil  

bulanan lebilh rendah dari l 

Upah Milnilmum Kota 

Yogyakarta yang telah 

diltetapkan. Faktor yang 

mempengaruhil sehilngga 

silstem pengupahan di l 

Yayasan Masjild  

Syuhada belum bilsa 

peneliltilan Muhammad 

Yahya Suqril mengambill 

rumusan masalah  

1. Bagailmana system 

pengupahan tenaga kerja dil 

Yayasan Masjild Syuhadda? 

2. Apakah 

pengupahan tenaga kerja dil 

Yayasan Masjild Syuhada 

melanggar Pasal 90 

Undang-undang Nomor 13 
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Ketenagakerjaaan  

3. Apakah factor 

pendorong Yayasan 

Masjild Syuhada 

tildak melaksanakan 

Pasal 90 undang – 

undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

dilterapkan dengan UMK 

Yogyakarta adalah karena 

tilga  

faktor yailtu: pertama, faktor 

kondilsil Yayasan Masjild 

Syuhada yang merupakan  

sebuah badan hukum sosilal. 

Kedua, faktor keuangan 

masjild syuhada yang  

bersumber daril ilnfak Masjild 

dan SPP sekolah belum 

sanggup untuk dilgunakan  

dalam menai lkkan gajil 

bulanan karyawan. Ketilga, 

Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaaan  

3. Apakah factor 

pendorong Yayasan Masjild 

Syuhada tildak 

melaksanakan Pasal 90 

undang – undang Nomor 

13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan  

Sedangkan Yennil Aprillila 

mengambill rumusan 

masalah  

1. Bagailman bentuk 

perlilndungan bagil pekerja 
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faktor jenils pekerjaan 

karyawan  

dil Yayasan Masjild Syuhada 

turut mempengaruhil besar 

atau kecillnya gajil yang  

dildapatka. 

usaha kecill milkro  

2. Bagailmana kebiljakan 

pemerilntah bagil pekerja 

usaha kecill milkro 
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2.  Yudha Arila Yovana  Analilsils Yurildils 

Terhadap 

Silstem 

Pengupahan 

Buruh Dil 

ILndonesila Daril 

Perspektilf 

Undang – 

undang Nomor 

13 Tahun 2003 

Tentang 

Ketenagakerjaan 

Dan Undang – 

1. Bagailmana 

Perbandilngan 

Pengupahan 

antara Undang – 

Undang  

            Ketenagakerjaan       

dan Undang-Undang 

Cilpta Kerja ? 

2. Bagailmana 

Penyelesailan 

Hukum bagil 

buruh yang 

dilbayar tildak 

Kesepakatan mengenail 

pengupahan antara 

pekerja/buruh dengan 

pengusaha tildak boleh lebilh 

rendah daril ketentuan 

pengupahan yang 

diltetapkan,bilasanya 

ketentuan pengupahan 

diltetapkan dalam sebuah 

keputusan gubernur dil 

masilng – masi lng provilnsil 

yang diljadilkan acuan dalam 

penentuan pemberilan upah 

Peneliltilan Yudha Arila 

Yovana menggunakan 

metode peneliltilan normatilf  

sedangkan Yennil Aprlila  

menggunakan metode 

peneliltilan normatilf dan 

empilri ls.  
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undang Cilpta 

Kerja  

sesuail dengan  

aturan Undang-Undang 

No.3 Tahun 2003 

tentang Ketegakerjaan ? 

milnilmum bagil pekerja/buruh. 

Langkah hukum yang dapat 

dillakukan jilka buruh 

menerilma gajil yang tildak 

sesuail dengan upah milnilmum 

yai ltu merujuk pada undang – 

undang Nomor 2 Tahun 2004 

tentang Perselilsilhan 

Hubungan ILndustrilal.  

3.  Ahmad Naillul Hi lkam  Analilsils Silstem 

Pengupahan 

Karyawan Dil 

UMKM Kedail 

Tilti lk Balilk Kec. 

1. Untuk 

menganalilsils 

system 

pengupahan 

karyawan pada 

Silstem Pengupahan karyawan 

yang dillakukan pada UMKM 

kedail tiltilk balilk bilsa 

dilkatakan sudah cukup bailk 

dilkarenakan perbedaan 

Peneliltil Ahmad Naillul 

Hilkam melakukan 

peneliltilan dil Kedail Tilti lk 

Balilk Kec.Sukorambi l 

Kab.Jember  sedangkan 
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Sukorambil Kab. 

Jember  

UMKM kedail 

tiltilk balilk 

kec.sukorambil 

kab.jember 

2. Bagailmana 

perspektilf 

ekonomil i lslam 

tentang system 

pengupahan 

karyawan pada 

UMKM Kedail 

tiltilk balilk Kec. 

Sukorambil 

Kab.Jember  

tilngkat upah yang dilterilma 

oleh setilap karyawan yang 

masilh baru dan lama berbeda 

dilkarenakan faktor 

pengalaman,keterampillan,dan 

loyaliltas sil karyawan 

tersebut.  Penerapan nillai l – 

nillai l ekonomil ilslam dalam 

pengupahan karyawan yailtu 

upah yang adill sudah 

dilterapkan UMKM Kedail 

Tilti lk Balilk.  

peneliltil Yennil Aprillila 

melakukan peneli ltilan di l 

DILSNAKERTRANS 

KOTA MATARAM 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUPAHAN  

1. Pengertian Upah   

Upah merupakan faktor yang sangat pentilng bagil perusahaan, 

karena jumlah upah atau balas jasa yang dilberilkan oleh perusahaan 

untuk pekerja/buruh . upah yang di lmaksud dilsilnil adalah balas jasa 

yang berupa uang atau balas jasa lailn yang dilmaksud untuk menjaga 

kelangsungan hildup perusahaan yang akhilrnya akan memberil manfaat 

kepada masyarakat.   

Adapun pengertilan upah menurut Peraturan Perundang – undangan 

adalah sebagail berilkut ; 

a. Undang – undang No.13 Tahun 2003 Dalam Pasal 1 (30)  

Tentang Ketenagakerjaan. 
12

 

Upah adalah hak pekerja/buruh yang dilterilma dan 

dilnyatakan dalam bentuk uang sebagail ilmbalan daril pengusaha 

atau pemberil kerja yang diltetapkan dan dilbayarkan menurut 

suatu perjanjilan kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagil pekerja/buruh dan 

kekeluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah 

atau akan dillakukan.  

 

                                                           
12 Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
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b. Undang – undang No.3 Tahun 1992 Dalam Pasal 1 (5) Tentang 

Jamilnan Sosilal Tenaga Kerja.
13

 

upah yailtu suatu penerilmaan sebagail ilmbalan dari l 

pengusaha kepada tenaga kerja untuk suatu pekerjaan yang 

telah atau akan dillakukan, dilnyatakan atau dilnillai l dalam bentuk 

uang,diltetapkan berdasarkan suatu perjanjilan atau peraturan 

perundang – undangan dan tenaga kerja,termasuk tunjangan 

bailk untuk tenaga kerja maupun keluarganya. 

Dapat kilta silmpulkan pengertilan upah merupakan uang yang 

dilperolah pekerja yang merupakan haknya atas pekerjaan yang 

telah dillakukan berdasarkan perjanjilan kerja yang telah di lbuat.  

Upah dapat diltilnjau daril berbagail aspek: 

a. Upah  daril segil pengusaha. 

Merupakan komponen bilaya produksil daril suatu barang/jasa 

yang di lhasillkan atau bilaya yang dilkeluarkan untuk 

memperkerjakan seseorang.  

b. Upah daril segil pekerja. 

Adalah penghasillan untuk memasti lkan kesejahteraan hildup 

pekerja dan keluarganya serta sebagai l ilmbalan jasa kerja yang 

dilberilkan kepada perusahaan.  

 

                                                           
13 Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jami lnan Sosilal 

Tenaga Kerja. 
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c. Upah daril segil Pemerilntah. 

Merupakan sebagail suatu standar hildup masyarakat, oleh 

karena iltu harus dilcilptakan ilkli lm usaha dan sosilal yang bailk 

agar berbagail kepentilngan masyarakat dapat dilpadukan. 
14

 

2. Jenis-jenis Upah  

Menurut Zaenil Asyhadile Jenils-jenils upah dapat dilkemukakan sebagai l 

berilkut: 

a. Upah nomilnal  

Merupakan sejumlah uang yang diltawarkan secara tunail kepada 

pekerja/buruh yang berhak sebagail ilmbalan atas pengarahan jasa-

jasa atau pelayanannya sepertil ketentua yang terdapat dalam 

perjanjilan kerja.  

b. Upah nyata  

Yailtu uang nyata, yang benar – benar harus diltperoleh oleh 

pekerja/ buruh yang berhak. Upah nyata ilnil diltentukan oleh daya 

belil upah tersebut yang tergantung daril: 

1. Besar atau kecillnya jumlah uang yang dilterilma  

2. Besar atau kecillnya bilaya hi ldup yang dilperlukan 

c. Upah hildup 

Adalah upah yang dilteri lma pekerja/buruh relatilve cukup untuk 

keperluan hildupnya secara luas, yailtu kebutuhan pokoknya dan 

kebutuhan sosilal keluarganya. 

                                                           
14 Endang Rochsni l,Pengetahuan Dasar tentang Hak – Hak Buruh,Yakoma-

PGIL,Jakarta,1999,hal.59  
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d. Upah milnilmum  

Yailtu upah terendah yang akan diljadi lkan standar, oleh pengusaha 

untuk menentukan upah yang sebenarnya daril pekerja/buruh yang 

bekerja dil perusahaannya. Upah milnilmum ilni l umumnya diltentukan 

oleh pemerilntah.
15

 

3. Sistem Pembayaran Upah  

Siltem pembayarann upah adalah bagailmana cara  perusahaan 

bilasanya memberilkan upah kepada pekerja/buruh. Ada beberapa 

macam silstem pembayaran upah,yaknil: 

a. Silstem upah jangka 

Merupakan silstem pemberilan upah menurut jangka waktu tertentu 

milsalnya,harilan,milngguan,bulanan. 

b. Silstem upah potongan 

Tujuan daril silstem ilnil untuk menggantilkan silstem hukum jangka 

waktu jilka hasi ll tildak memuaskan. Silstem upah ilni l hanya dapat 

dilberilkan jilka hasill pekerjaannya dapat dilnillai l menurut ukuran  

tertentu, milsalnya ukuran daril banyaknya,beratnya dan sebagailnya. 

c. Silstem upah pemufakatan 

Adalah suatu silstem pemberilan upah dengan cara memberilkan 

sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ilni l 

akan membagil – bagilkan kepada para anggotanya.  

 

                                                           
15 Zaeni l Asyhadile,Hukum Kerja,PT.Raja Grafi lndo,Jakarta,2007,hal.70 
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d. Silstem skala upah berubah  

Dalam silstem i lnil, jumlah upah yang berkailtan dengan penjualan 

hasill produksil dil pasaran. Jilka harga nailk jumlah upahnya pun 

nailk. Sebali lknya jilka harga turun, upah pun akan turun iltulah 

sebabnya dilsebut skala upah berubah.  

e. Silstem upah i lndeks 

Silstem upah ilnil berdasarkan atas ilndeks bilaya kebutuhan hildup. 

Dengan silstem upah ilnil nailk turun sesuail dengan nai lk turunnya 

bilaya penghildupan meskilpun tildak mempengaruhil nillail nyata dari l 

upah.  

f. Silstem pembagilan keuntungan  

Silstem upah ilni l dapat dilsamakan dengan pemberilan bonus apabilla 

perusahaan mendapat keuntungan dil akhilr tahun. 
16

 

4. Teori – Teori Upah  

Ada beberapa teoril mengenai l upah ilnil,antara lailn :
17

 

a. Teoril upah hukum alam  

Menurut teori l ilnil, upah dilterapkan berdasarkan bilaya yang 

dilperlukan untuk mempertahankan atau memulilhkan tenaga kerja 

yang di lpekerjakan agar tetap di lpekerjakan dalam proses produksil. 

Teoril yang lahilr daril majilkan i lnil serilng dilkatakan cukup untuk 

menopang kehi ldupan pekerja, dan cukup untuk menyelamatkan 

                                                           
16 ILbi ld,hal.72  
17 Zailnak Asi lkiln,dkk, Dasar – Dasar Hukum Perburuhan, PT.Raja Grafi lndo Persada, 

Jakarta ,2010,Hal.185-187   
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pekerja daril kematilan. Menurut Rilcardo, upah ilni l mengilkuti l 

hukum alam yang ti ldak dapat di lubah.  

b. Teoril undang – undang upah besil  

Teoril ilni l di lkemukakan oleh Lassale. Menurut teoril upah normal 

Davild Rilcardo dilatas, hanya majilkan yang menang. Karena jilka 

teoril ilnil diladopsil, maka akan mudah dilkatakan bahwa pengusaha 

adalah kemampuan berpilkilr betapa suliltnya bagil karyawan. Oleh 

karena i ltu, menurut teoril ilnil, pekerja harus melawan agar berhasi ll 

dalam hildup.  

c. Teoril persedilaan upah atau teoril dana upah  

Menurut Stuart Milll Senilor, dalam masyarakat,jumlah tertentu 

sudah ada pada saat upah dilbayarkan. Dana upah ilnil merupakan 

bagilan daril bi laya produksil masyarakat untuk keperluan 

pembayaran upah yang merupakann uang muka daril pengusaha. 

Membagil upah total khusus ilnil dengan jumlah tenaga kerja 

memberilkan upah rata – rata pekerja. Upah rata – rata ilnil hanya 

akan menilngkat jilka penawarn upah menilngkat atau jumlah pekerja 

berkurang.  

d. Teoril upah etilka  

Kelompok agama yang sangat pedulil dengan nasilb pekerja ilngiln 

mempertilmbangkan masalah upah dari l perspektilf etils. Dengan kata 

lailn, upah harus menjamiln kehildupan yang bailk bagil pekerja dan 
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keluarganya,dan keputusan upah harus dildasarkan pada jumlah 

tanggungan karyawan.  

e. Teoril upah sosilal  

Teoril ilnil dilpraktilkkan daril negara – negara sosilalils dil mana upah 

tildak lagil dildasarkan pada produktilviltas kerja, tetapil hanya pada 

kebutuhan pekerja. Semua pekerja harus berproduksil sesuail dengan 

keahlilannya dan di lbayar sesuai l dengan kebutuhannya.  

5. Kebijakan Pengupahan 

Sebagail aturan umum, upah dilbayarkan hanya Ketilka karyawan 

melapor untuk bekerja. Prilnsilp ilnil dilkenal sebagail no work no pay. 

Menyilmpang daril hal dilatas tildak ada pekerjaan tildak ada upah, 

pengusaha wajilb membayar upah dalam kasus – kasus tertentu Ketilka 

pekerja tildak muncul untuk bekerja karena alas an tertentu. 
18

 

a. Pekerja harus membuktilkan dengan surat keterangan dokter 

bahwa ila sakilt karena bukan karena kecelakaan kerja dan tildak 

mampu bekerja.  

b. Pekerja yang sakilt pada waktu haild dan memberiltahukan 

kepada majilkan bahwa ila tildak dapat bekerja pada haril pertama 

dan kedua hai ld.  

c. Pekerja/buruh yang kawiln. Khiltan, baptils anak, ilstril melahi lrkan 

atau keguguran kandungan, lakil – lakil, perempuan, anak, 

                                                           
18 Mondar Yahlun, Evy Savi ltri l Gani l, Hukum Dagang, Medi la guru:Magetan,2014.Hal 

149-150 
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menantu,orang tua, atau orang karena perkawilnan, atau seorang 

anggota keluarga menilnggal di l rumah yang sama.  

d. Pekerja/buruh yang berhalangan melaksanakan pekerjaan 

karena kewajilbannya kepada negara tetapil palilng lama satu 

tahun.  

e. Pekerja/ buruh yang tildak mampu melakukan pekerjaan untuk 

menunailkan kewajilban agama.  

f. Pekerja/buruh bersedila melakukan pekerjaan yang diljanjilkan, 

tetapil majilkan tildak mempekerjakannya karena kesalahannya 

sendilril atau halangan yang harus dilhilndaril oleh majilkan.  

g. Pekerja berhak untuk berilstilrahat.  

h. Pekerja/buruh melakukan tugas serilkat pekerja/buruh dengan 

persetujuan majilkannya. Pekerja melakukan tugas Pendildilkan 

perusahaan.   

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA 

1. Pengertian Pekerja  

Pengertilan dari l Pekerja/buruh dapat diltemukan dil dalam ketentuan 

umum angka 3 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan,pekerja yailtu seti lap orang yang bekerja dengan menerilma 

upah atau ilmbalan dalam bentuk lailn. 
19

 Menurut Kamus Besar Bahasa 

                                                           
19 Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
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ILndonesila (KBBIL) Pekerja/buruh adalah orang yang bekerja untuk orang 

lailn dengan mendapat upah pekerja. 
20

 

Pekerja/buruh merupakan orang – orang yang  bekerja dil suatu 

tempa, pekerja harus tunduk terhadap perilntah dan peraturan kerja yang 

telah dilbuat oleh pengusaha. Hal ilni l dildasarkan karna adanya hubungan 

kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 

Menurut seorang pakar hukum perburuhan ILmam Soerpomo 

memberilkan Batasan mengenail hubungan kerja adalah suatu hubungan 

antara seorang buruh dengan seorang majilkan, hubungan kerja hendak 

menunjukkan kedudukan kedua pilhak iltu yang pada dasarnya 

menggambarkan hak – hak dan kewajilban – kewajilban buruh terhadap 

majilkan serta hak – hak dan kewajilban – kewajilban majilkan terhadap 

buruh.
21

 

Hubungan antara Pekerja/buruh yang berdasarkan perjanjilan kerja, 

yang mempunyail unsur pekerjaan yang harus dilkerjakan selama 

pekerja/buruh bekerja. Perjanjilan kerja yang dilbuat dapat berupa tertulils 

maupun perjanjilan lilsan. Syarat sahnya perjanjilan kerja termuat dil dalam 

Pasal 52 ayat (1) U ndang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan, yang mana apabi lla perjanjilan tersebut dilbuat dengan 

bertentangan dengan syarat tersebut di latas maka perjanjilan tersebut dapat 

dilbatalkan dan batal demil hukum.  

                                                           
20 http://kbbil.web.i ld/buruh 

 
21 Djoko Trilyanto,S.H,Hubungan Kerja di l Perusahaan Jasa,cetakan pertama,Mandar 

Maju:Bandung,2004,hal.12 

http://kbbi.web.id/buruh
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2. Hak dan Kewajiban Pekerja/buruh  

Dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan menjelaskan tentantang hak dan kewajilban seorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang di lmana Undang – 

undang tersebut berfungsil untuk melilndungil dan membatasil status hak dan 

kewajilban para tenaga kerja dari l pemberil pekerja (pengusaha) yang sesuai l 

dengan harkat dan martabat kemanusilan dalam ruang lilngkup kerja. 

a. Hak – hak Pekerja  

Pekerja/ buruh mempunyail beberapa hak, antara lailn adalah sebagai l 

berilkut: 

a. Hak atas pekerjaan  

b. Hak atas upah yang adill 

c. Hak untuk berserilkat dan berkumpul  

d. Hak atas perli lndungan keselamatan dan Kesehatan kerja 

e. Hak untuk dilperlakukan secara sama  

f. Hak memperoleh jamilnan sosilal Tenaga kerja 

g. Hak atas kebebasan suara hati l 
22

 

b. Kewajilban Pekerja 

1. Pasal 102 ayat (2): dalam melaksanakan hubungan ilndustrilal,pekerja 

dan serilkat pekerja mempunyail fungsil menjalankan pekerjaan sesuai l 

dengan kewajilbannya,menjaga ketertilban demil kelangsungan 

produksil,menyalurkan aspilrasil secara demokrasil ,mengembangkan 

                                                           
22 ashur.staff.gunadarma.ac.i ld/Downloads/fi lles/.../Hak+Pekerja+-+Bab+VIL. 
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keterampillan dan keahlilannya serta ilkut memajukan perusahaan dan 

memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. 

2. Pasal 26 ayat (1) : pengusaha,serilkat pekerja dan pekerja wajilb 

melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjilan kerja Bersama. 

Ayat 1 : pengusaha dan seri lkat pekerja wajilb memberi ltahukan i lsi l 

perjanjilan kerja Bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.  

3. Pasal 136 ayat (1) : penyelesailan perselilsilhan hubungan ilndustrilal  

wajilb dillaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serilkat pekerja 

secara musyawarah untuk mufakat. 

4. Pasal 40 (1): sekurang – kurangnya dalam waktu 7 haril kerja sebelum 

mogok kerja dillaksanakan, pekerja dan serilkat pekerja wajilb 

memberiltahukan secara tertulils kepada pengusaha dan ilnstansil yang 

bertanggungjawab dilbildang ketenagakerjaan setempat.  

3. Kontrak/Perjanjian Kerja  

Perjanjilan kerja dilatur dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan jo Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 

Tentang Cilpta Kerja dan dilatur pula dalam PP Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Pengupahan. ILstillah kontrak berasal daril Bahasa ilnggrils yai ltu 

contracs, sedagkan dalam Bahasa belanda dilsebut dengan overeenkomst 

(perjanjilan). Suatu perjanjilan adalah semata – mata untuk suatu 

persetujuan yang dilakuil oleh hukum. Persetujuan ilnil merupakan 

kepentilngan yang pokok dil dalam dunila usaha dan menjadil dasar bagi l 

kebanyakan transaksil dagang sepertil jual belil barang, tanah, pemberilan 
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kredilt, asuransil, pengangkutan barang, pembentukan organilsasil usaha dan 

termasuk juga menyangkut tenaga kerja. 
23

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang – undang 

Cilpta Kerja menyebutkan bahwa, yang dilmaksud dengan perjanjilan kerja 

merupakan perjanjilan antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau 

pemberil kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajilban para 

pilhak. Pada dasarnya perjanjilan kerja hanya dillakukan oleh dua belah 

pilhak yakni l pengusaha atau pemberil kerja dengan pekerja atau buruh. 
24

 

Perjanjilan Kerja dilbuat atas dasar : 

a. Kesepakatan kedua belah pilhak  

b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum  

c. Adanya pekerjaan yang dilperjanjilkan  

d. Pekerjaan yang dilperjanjilkan tildak bertentangan dengan ketertilban 

umum, kesusillaan dan peraturan perundangan dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 
25

 

Perjanjilan kerja akan menilmbulkan juga unsur – unsur perjanjilan 

kerja,yai ltu: 

a. Adanya unsur work atau pekerjaan  

b. Adanya unsur servilce atau pelayanan  

c. Adanya unsur tilme atau waktu tertentu 

                                                           
23 Abdulkadi lr Muhammad,Hukum Perdata ILndonesi la,2014,Ciltra Adi ltya 

Baktil:Bandung,Hal.48 
24 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Ci lpta Kerja,Pasal 1 Ayat (14) 
25 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ci lpta Kerja,Pasal 52  
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d. Adanya unsur pay atau upah
26

 

Dildalam Pasal 61 ayat (1) UU Cilpta Kerja membahasa mengenai l 

berakhilrnya perjanjilan kerja antara pekerja dengan pengusaha, 

perjanjilan kerja berakhilr apabilla: 

a. Pekerja buruh menilnggal dunila; 

b. Berakhilrnya jangka waktu perjanjilan kerja; 

c. Selesailnya suatu pekerjaan tertentu; 

d. Adanya putusan pengadillan dan putusan atau penetapan lembaga 

penyelesai lan perselilsilhan hubungan ilndustrilal yang telah 

mempunyail kekuatan hukum tetap; atau  

e. Adanya keadaan atau kejadilan tertentu yang di lcantumkan dalam 

perjanjilan kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjilan kerja 

Bersama yang dapat menyebabkan berakhilrnya hubungan kerja. 

C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KETENAGAKERJAAN  

1. PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN  

Dalam Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan dilrumuskan pengertilan ilstillah ketenagakerjaan,yailtu 

segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, 

selama, dan sesudah masa kerja. 
27

 

Hukum ketenagakerjaan sama dengan hukum perburuhan. Hukum 

perburuhan muncul pertama kalil dil Eropa sebagail reaksil atas 

                                                           
26 Djumadi l, Hukum Perburuhan Perjanjilan Kerja, PT.Raja Grafi lndo Persada: Jakarta, 

2018, Hal 36-40 
27 Lalu Husni l, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan ILndonesi la, PT. Raja Grafi lndo persada: 

Jakarta,2009, hal.35  
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perburuhan yang dilmunculkan revolusil ILndustril.ada beberapa 

pengertilan yang dilkemukakan oleh ahlil hukum berkenaan dengan 

ilstillah hukum ketenagakerjaan, dil antaranya : 

a. ILmam Soepomo memberilkan pengertilan bahwa hukum 

ketenagakerjaan adalah hilmpunan peraturan, bailk tertulils 

maupun tildak tertulils, yang berkenaan dengan suatu kejadilan 

pada saat seorang bekerja pada orang lailn secara formal dengan 

nerilma upah tertentu. 
28

 

b. Menurut Molenaar, hukum perburuhan merupakan peraturan 

yang melilputil hubungan kerja antara pekerja dan majilkan, yang 

pekerjaannya dillakukan dil bawah pilmpilnan.
29

 

c. Menurut Mr. Soetilkno, hukum perburuhan ilalah keseluruhan 

peraturan- peraturan hukum mengenail hubungan kerja yang 

mengakilbatkan seseorang secara prilbadil diltempatkan dil bawah 

perilntah/pilmpilnan orang lailn dan mengenail keadaan – keadaan 

penghildupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan 

kerja tersebut. 
30

 

 

 

 

                                                           
28 ILmam Soepomo,Pengantar Hukum Perburuhan,Djambatan:Jakarta,1992,cet.10,hal.3 
29 Zai lnal Asi lki ln,Dasar-dasar Hukum Perburuhan,PT.Raja Grafilndo 

Persada:Jakarta,2008,Hal.2 
30 i lbi ld 
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D. TINJAUAN UMUM TENTANG USAHA MIKRO,KECIL, DAN 

MENENGAH  

1. Pengertian UMKM 

Defilnilsil Usaha Milkro Kecill dan Menengah (UMKM) berdasarkan 

Undang – undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, secara garils 

besar menggarilskan sebagail berilkut, usaha milkro adalah usaha 

produktilf mi llilk orang perorangan dan/atau badan usaha sebagailmana 

dilatur dalam undang – undang. Adapun usaha kecill adalah usaha 

ekonomil produktilf yang berdilril sendilril, yang di llakukan oleh 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan 

atau bukan cabang perusahaan yang dilmillilkil, dilkuasail, atau menjadi l 

bagilan bailk langsung maupun tildak langsung daril Usaha Menengah 

atau Usaha Besar yang memenuhil krilterila Usaha keci ll sebagailmana 

dilmaksud dalam undang – undang. 
31

 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomil produktilf yang berdilri l 

sendilril, yang dillakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang 

dilmillilkil, dilkuasail, atau menjadil bagi lan bailk langsung maupun tildak 

langsung dengan usaha kecill atau usaha besar dengan jumlah kekayaan 

bersilh atau hasill penjualan tahunan sebagailmana di latur dalam undang 

– undang. 
32

 

 

                                                           
31 Ri lo Willantara, dan Rully ILndrawan,  Strategi l dan Kebi ljakan Pengembangan 

UMKM,Bandung,2016,Hal.20 
32 ILbi ld  
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2. Karakteristik UMKM 

UMKM merupakan silfat atau kondilsil factual yang melekat pada 

aktilvi ltas usaha maupun perillaku pengusaha yang bersangkutan dalam 

menjalankan bilsnilsnya. Karakteri lstilk ilnil yang menjadil cilril pembeda 

antara pelaku usaha sesuail dengan skala usahanya. Menurut Bank 

Dunila, UMKM dapat dilkelompokkan dalam tilga jenils, yailtu : 

a. Usaha Milkro (jumlah karyawan 10 orang) 

b. Usaha Kecill (jumlah karyawan 30 orang) 

c. Usaha Menengah (jumlah karyawan 300 orang)
33

 

Sementara dalam perspektilf usaha, UMKM dilklasilfilkasilkan dalam 

empat kelompok, yailtu : 

a. UMKM sektor ilnformal, contohnya pedagang kakil lilma 

b. UMKM Milkro adalah para UMKM dengan kemampuan silfat 

pengrajiln namun kurang memillilkil jilwa kewilrausahaan untuk 

mengembangkan usahanya.  

c. Usaha Kecill dilnamils adalah kelompok UMKM yang mampu 

berwilrausaha dengan menjali ln Kerjasama (menerilma pekerjaan 

sub kontrak) dan ekspor. 

d. Fast Movilng Enterprilse adalah UMKM yang mempunyai l 

kewilrausahaan yang cakap dan telah silap bertransformasi l menjadi l 

usaha besar.
34

 

                                                           
33 Lembaga Pengembangan Bank ILndonesi la,Profi ll Bi lsni ls Usaha Milkro,keci ll,dan 

Menengah,Penerbi lt Bank ILndonesila,2105,Hal.12  
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Undang – undang yang mengatur tentang Usaha Milkro,Kecill,dan 

Menengah (UMKM) dil ILndonesila adalah Undang – undang Nomor 20 

Tahun 2008 tentang UMKM. Undang – undang tersebut menjelaskan 

bahwa sebuah perusahaan yang dilgolongkan sebagail UMKM adalah 

perusahaan kecill yang dilmillilkil dan dilkelola oleh seseorang atau 

dilmillilkil oleh sekelompok kecill orang dengan jumlah kekayaan dan 

pendapatan tertentu. 
35
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35 Lembaga Pengembangan Bank ILndonesi la,Profi ll  Bi lsni ls Usaha Mi lkro,Kecill,dan 

Menengah, Penerbi lt Bank ILndonesila,2015,Hal.13 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. JENIS PENELITIAN  

Berdasarkan pernyataan yang dilteli ltil, penulils menggunakan 

metode peneliltilan hukum normatilf dan empilrils, yang merupakan 

kombilnasil esensi lal daril pendekatan hukum normati lf dengan berbagai l 

elemen empilrils yang diltambahkan. Metode penelilti lan hukum normati lf ilni l 

bilasa dilsebut dengan peneliltilan hukum Pendildilkan atau peneliltilan 

kepustakaan. Kajilan ilnil dilsebut kajilan hukum karena diltujukan hanya 

untuk peraturan tertulils. Kajilan ilnil membutuhkan data kepustakaan 

sekunder dan sangat erat kai ltannya dengan data kepustakaan karena 

menggalil norma hukum. Peneli ltilan hukum empi lrils adalah metode 

peneliltilan hukum yang dilrancang untuk melilhat hukum dalam arti l yang 

sebenarnya dan mempelajaril cara kerjanya dil masyarakat. Kajilan ilni l 

mengkajil manusila dalam konteks kehildupannya dil masyarakat, sehi lngga 

metode studil hukum empilrils dapat dilgambarkan sebagail studil hukum 

sosilologils. 
36

 Pendekatan empilrils merupakan peneliltilan dengan 

mewawancarail Dilsnakertrans Prov.NTB 

 

 

 

                                                           
36 Soerjono Soekanto dan Sri l Madmuji l,Peneli lti lan Hukum Normati lf Suatu Tujuan Silngkat, 

Uni lversi ltas ILndonesi la Press:Jakarta,2012,Hal.45 
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B. PENDEKATAN PENELITIAN  

Dalam studil ilnil, kamil meneliltil masalah menggunakan dua pendeketan: 

1. Pendekatan Perundang – undangan (Stute Approach) 

Pendekatan hukum adalah kegilatan menyelildi lkil undang – undang yang 

berkailtan dengan perlilndungan hukum terhadap pekerjaan yang bersumber 

daril undang – undang, buku teks, dokumen, dan sumber lailnnya.  

2. Pendekatan sosilologils (Sosilologils Approach) 

Pendekatan sosilologils adalah pendekatan yang dapat menjelaskan 

hubungan antara hukum dan perillaku sosilal, hubungan hukum dengan perillaku 

sosilal, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta sosilal,dengan 

menggunakan hukum sebagail fenomena sosilal. 
37

 

C. JENIS DAN SUMBER BAHAN HUKUM DATA  

Jenils dan sumber bahan hukum daril data yang dilgunakan dalam 

peneliltilan ilnil adalah: 

1. Bahan Hukum Prilmer 

Bahan hukum prilmer adalah bahan hukum yang terdilril dari l 

peraturan perundang-undangan,yurilsprudensil atau keputusan pengadillan. 

Bahan hukum prilmer yang berkailtan dengan peneli ltilan ilnil antara lailn : 

a. Undang – undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  

b. Undang – undang No.11 Tahun 2020 tentang Cilpta Kerja  

                                                           
37 Soerjono Soekanto,Pengantar Peneli lti lan Hukum,Penerbi lt Unversiltas ILndonesi la-Ui l 

Press Cetakan Ke-3 Tahun 2011,Hal.114 
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c. Peraturan Pemerilntah No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan  

2. Bahan Hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yailtu bahan peneliltilan yang dapat 

memberilkan penjelasan terhadap bahan hukum pri lmer, yang dilperoleh dari l 

pendapat ahlil, hasill peneli ltilan, buku – buku teks, jurnal illmilah, surat 

kabar,dan tulilsan.  

3. Bahan Hukum Tersiler  

Bahan hukum tersiler yailtu bahan hukum pelengkap yang 

memberilkan gambaran secara rilncil tentang bahan hukum prilmer dann 

sekunder yang terdilril daril kamus hukum dan bahan pelengkap lai lnnya. 

Bahan hukum tersi ler yang di lgunakan yailtu Kamus Bahasa ILndonesila dan 

Kamus Hukum.  

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Adapun Teknilk yang dilgunakan untuk mengumpulkan bahan dan 

data dalam peneliltilan ilnil antara lailn: 

1. Studil Kepustakaan  

Yailtu dengan mencaril, mengumpulkan, dan menyelildi lkil hukum-hukum, 

kepustakaan, dan pendapat para ahlil terkailt dengan pokok bahasan yang 

dilbahas.  

2. Studil Lapangan Melaluil Wawancara  

Dengan kata lailn, melaluil komunilkasil langsung dengan responden dan 

ilnforman. Wawancara adalah status peran ilnterpersonal prilbadil dilmana 
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seseorang percaya bahwa pewawancara mengajukan pertanyaan yang 

bertujuan untuk memperoleh jawaban terkailt dengan pertanyaan peneliltilan 

ilnforman. Wawancara dillakukan kepada Bapak Samsudduha.,SE yang 

merupakan Bagilan Hubungan ILndustrilal dil Dilnas Tenaga Kerja dan 

Transmilgrasil Prov.NTB  

E. ANALISA BAHAN HUKUM DAN DATA  

Metode Analilsa yang dilgunakan adalah analilsi ls deskrilptilf kualiltatilf. 

Analilsils deskrilptilf kualiltati lf merupakan analilsils hukum berdasarkan bahan 

Pustaka dan hasill wawancara dengan responden atau ilnforman untuk 

memperoleh data yang sesuail dengan kebutuhan data yang dilsajilkan dalam 

bentuk rangkailan kata atau frase yang akan dilanali lsils. Peneliltilan deskrilpti lf 

merupakan peneliltilan yang bertujuan untuk membuat gambaran atau potret 

suatu masalah melaluil pola atau masalah. Penulils menerapkan data yang 

dilperoleh daril hasill peneliltilan lapangan melaluil wawancara dan studil Pustaka. 

Serta hasill wawancara, penulils mengacu pada referensil bailk daril buku 

maupun undang – undang. Memungkilnkan anda untuk mempelajari l hasi ll 

sebagail panduan pemecahan masalah.  
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